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JAKARTA – Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar (capital outflow) mencapai Rp 
7,34 triliun selama 13-16 Juni 2022. Perinciannya, asing mencetak penjualan bersih (net sell) 

Rp 6,75 triliun di pasar surat berharga negara dan net sell Rp 590 miliar di pasar saham.  
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Sejalan dengan itu, premi credit  
default swap (CDS) Indonesia 
lima tahun naik ke level 137,03 
basis poin (bps) per 16 Juni 

2022 dari 117,31 bps per 10 Juni 2022. 
Berdasarkan data setelmen hingga 
Juni 2022 (year to date/ytd), nonresi-
den alias pemodal asing membukukan 
net sell Rp 96,49 triliun di pasar SBN 
dan beli bersih (net buy) Rp 70 triliun 
di pasar saham.

CDS merupakan indikator yang 
digunakan untuk mengetahui risiko 
berinvestasi di instrumen SBN. Apa-
bila level CDS meningkat, risiko 
berinvestasi di SBN semakin tinggi. 
Sebaliknya, jika CDS turun, risiko 
investasi semakin rendah. 

Kepala Departemen Komunikasi BI 
Erwin Haryono menyatakan, rupiah di-
tutup melemah di level (bid) Rp 14.765 
per dolar AS pada Kamis (16/6). Selan-
jutnya, yield SBN 10 tahun naik ke level 
7,36%. Indeks  dolar melemah ke level 
103,63, sedangkan yield US Treasury 
(UST) 10 tahun naik ke level 3,195%.

Selanjutnya, Jumat (17/6). rupiah 
dibuka melemah di level (bid) Rp 
14.820 per dolar AS. Alhasil, yield SBN 

10 tahun naik di level 7,39%.
Di sisi lain, Erwin menyatakan, ber-

dasarkan Survei Pemantauan Harga 
minggu III Juni 2022, inflasi pada 
periode ini diperkirakan mencapai 
0,43% (month to month/mtm). Peny-
umbang utama inflasi hingga pekan 
ketiga Juni 2022 adalah cabai me-
rah sebesar 0,14% (mtm), cabai rawit 
sebesar 0,10% (mtm), bawang merah 
sebesar 0,06% (mtm), telur ayam ras 
0,05% sebesar (mtm), tomat sebesar 
0,03% (mtm), bayam dan air kemasan 
masing-masing sebesar 0,02% (mtm), 
kangkung, ikan kembung. 

Selanjutnya, nasi dengan lauk, sabun 
detergen bubuk/cair, dan rokok kretek 
filter masing-masing sebesar 0,01% 
(mtm). Sementara itu, komoditas yang 
menyumbang deflasi pada periode ini 
adalah minyak goreng sebesar 0,05% 
(mtm), angkutan antarkota dan dag-
ing ayam ras masing-masing sebesar 
0,03% (mtm), serta daging sapi, bawang 
putih, udang basah, dan emas perhiasan 
masing-masing sebesar 0,01% (mtm).

“Bank Indonesia akan terus mem-
perkuat koordinasi dengan peme-
rintah dan otoritas terkait dan terus 
mengoptimalkan strategi bauran 
kebijakan untuk menjaga stabilitas 
makroekonomi dan sistem keuangan 

guna mendukung pemulihan ekonomi 
lebih lanjut,” kata dia, akhir pekan lalu. 

Kinerja Rupiah 
Sementara itu, Kepala Departe-

men Pengelolaan Moneter BI, Edi 
Susianto mengatakan, kenaikan 
suku bunga The Fed juga telah 
memicu kekhawatiran pasar. Alhasil, 
kinerja  rupiah  melemah pada awal 
perdagangan Jumat (17/6) di level 
Rp 14.835 per dolar AS.

Edi Susianto, pergerakan mata uang 
saat pembukaan pasar di beberapa 
negara kawasan Asia bervariasi, ada 
yang melemah dan menguat. Artinya, 
bukan hanya  rupiah  yang melemah 
terhadap  dolar AS, melainkan sejumlah 
mata uang negara berkembang lainnya.

Dia menjelaskan, kenaikan suku bun-
ga The Fed pada Rabu (15/6) sudah 
diperkirakan oleh pasar atau price in. 
Namun, sebagian pelaku pasar masih 
meresponnya dengan melakukan 
strategi mengalihkan investasi ke kurs 
dolar AS dan memilih aset yang lebih 
aman (safe haven) serta cash market.

Kekhawatiran ini, kata dia,juga telah 
memicu gelombang capital outflow di 
pasar keuangan negara berkembang 
termasuk Indonesia. Alhasil, dolar AS 
menguat pascakenaikan suku bunga 

The Fed.
"Belakangan ini, indeks dolar naik 

terus, bahkan sampai di atas 105, 
setelah sebelumnya tertinggi di level 
104,85,” tegas dia.

Meski demikian, dia menyata-
kan, BI memastikan akan menjaga sta-
bilitas pasar keuangan khususnya nilai 
tukar rupiah, dengan melakukan tiga 
lapis intervensi yakni di pasar valuta 
asing, obligasi, serta pasar domestic 
nondeliverable forward (DNDF).

Sementara itu, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani memastikan, pemerintah 
akan berhati-hati dalam melakukan 
menerbitkan SBN. Tujuannya agar 
rasio utang pemerintah terhadap 
produk domestik bruto (PDB) bisa 
terus menurun.

Dia menegaskan, kenaikan suku 
bunga The Fed dan European Central 
Bank (ECB) memicu naiknya cost of 
fund. Oleh karena itu, pemerintah 
harus berhati-hati dan tetap waspada 
untuk melindungi ekonomi dengan 
mengurangi eksposur dari utang un-
tuk menurunkan defisit.

"Penerimaan dan sisa lebih pembi-
ayaan anggaran) cukup kuat, sehingga 
bisa mengurangi issuance surat ber-
harga. Kami berharap debt to GDP 
ratio bisa turun,” tegas dia. (ac)

JAKARTA – Pembangunan ibu 
kota negara (IKN) baru di Penajam 
Paser Utara, Kalimantan Timur, akan 
menjadi stimulus pemerataan pertum-
buhan ekonomi nasional. IKN akan 
berperan sebagai economic super hub 
dan economic value chain nasional. 

IKN akan dikembangkan dalam 
enam klaster ekonomi strategis, re-
silien, dan inovatif, meliputi klaster 
industri teknologi bersih, klaster 
farmasi terintegrasi, klaster indus-
tri pertanian berkelanjutan, klaster 
ekowisata, klaster kimia dan produk 
turunan kimia, dan klaster energi 
rendah karbon. Di samping itu, terda-
pat juga dua klaster pendukung, yaitu 
pendidikan abad ke-21 serta smart city 
dan pusat industri 4.0.

“Pemindahan IKN ke Kalimantan 
dan menjadikannya sebagai economic 
super hub merupakan salah satu 
strategi untuk menggeser porsi per-
tumbuhan ekonomi dan pembangunan 
dari barat menjadi lebih ke timur,” 
ucap Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto, 
Sabtu (18/6).

Menurut dia, IKN baru yang diberi 
nama Nusantara memiliki visi menjadi 
kota dunia untuk semua, yang diba-
ngun dan dikelola dengan tujuan men-
jadi kota berkelanjutan, penggerak 
ekonomi Indonesia di masa depan, 
dan menjadi simbol identitas nasional 
yang merepresentasikan keberaga-
man bangsa Indonesia, berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945.

“Adanya kolaborasi dan partisipasi 
setiap pemangku kepentingan terkait 

menjadi kunci utama membuat pem-
bangunan IKN ini berjalan lancar. 
Hadirnya berbagai elemen yang 
berkontribusi positif, termasuk dari 
kalangan perguruan tinggi diharap-
kan mampu mempercepat realisasi 
investasi dalam pembangunan IKN 
Nusantara dan sejalan dengan strategi 
pembangunan yang telah direncana-
kan oleh pemerintah,” ucap Airlangga.

Pemerintah, kata dia, menyadari, 
masih terjadi kesenjangan pemba ngu-
nan ekonomi antara Pulau Jawa dan 
luar Jawa. Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (2021-2022), sekitar 57% 
penduduk Indonesia terkonsentrasi di 
Pulau Jawa dan kontribusinya terha-
dap produk domestik bruto (PDB) In-
donesia mencapai 57,78% kuatal I-2022. 

Pada periode sama, perekonomian 
Pulau Kalimantan berkontribusi ke-
pada PDB sebesar 8,29%, Sumatera 
21,96%, Sulawesi 6,73%, Bali dan 
Nusa Tenggara 2,66%, serta Maluku 
dan Papua 2,58%. Dengan salah satu 
tujuan untuk mengatasi kesenjangan 
pertumbuhan ekonomi tersebut, telah 
ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 
(UU IKN) pada Februari 2022. Pem-
bentukan UU IKN dilandasi urgensi 
pemindahan IKN yang sebelumnya 
telah disampaikan oleh Presiden RI 
dalam Sidang Tahunan MPR RI tang-
gal 16 Agustus 2019.

“Arah kebijakan pemindahan IKN 
pada dasarnya telah diamanatkan 
dalam RPJMN 2020-2024 sebagai 
bagian dari prioritas pembangunan 
kewilayahan kawasan perkotaan 

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 
Keuangan (DJBC Kemenkeu) menyebutkan, rencana pengenaan 
cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) 
diusulkan masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
(RAPBN) 2023. Artinya, kebijakan itu bisa dieksekusi tahun depan. 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, dalam 
menerapkan berbagai kebijakan, pemerintah dipastikan tidak 
akan terburu-buru. Sebab, pemerintah harus mempertimbangkan 
kondisi ekonomi saat ini yang mulai pulih pascapandemi Covid-19. 

Dia menambahkan, pemungutan cukai produk itu akan diber-
lakukan tahun depan jika usulan tersebut disetujui. Hal itu bertu-
juan memaksimalkan penerimaan negara. Apalagi, kajian cukai dua 
produk tersebut sudah dilakukan sejak lama.

"Banyak aspek yang harus kita perhatikan. Jadi, kita tidak 
semata-mata mengejar penerimaan setinggi-tingginya dengan me-
nerapkan cukai, tetapi kemudian kebijakan itu berdampak negatif 
terhadap ekonomi," ucap dia, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, tarif cukai dua produkitu belum ditentukan. 
Sebab, rencana tersebut masih akan didiskusikan dengan Komisi 
XI DPR dan Banggar DPR untuk masuk RAPBN 2023.

“Besara tarifnya belum ada sama sekali. Sebab, jumlah tersebut 
harus kami hitung kembali, kapan berlaku dan bagaimana ben-
tuknya. Jadi, kami belum pernah publish angka yang belum pernah 
ada hitungan atau kebijakannya,” tegas Askolani.

Rencana pengenaan cukai plastik dan MBDK ini sudah diwa-
canakan sejak 2016. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 
104/2021 tentang Rincian APBN 2022 disebutkan target peneri-
maan dari cukai plastik dan MBDK. Adapun target penerimaan 
cukai plastik dipatok Rp 1,9 triliun, sedangkan MBDK dipatok 
sebesar Rp 1,5 triliun. (try)

JAKARTA – Pemerintah menganggarkan dana alokasi khusus 
(DAK) fisik untuk penanganan stunting sebesar Rp 8,9 triliun tahun 
ini. Adapun DAK nonfisik untuk penanganan stunting sebesar Rp 
1,8 triliun.

Persentase jumlah kabupaten/kota lokus yang mendapat alokasi 
seluruh bidang DAK stunting menunjukan peningkatan yang 
signifikan dari 31,4% pada 2021 menjadi 72% pada 2022. Namun, 
kenaikan persentase ini masih belum diikuti dengan pemanfaatan 
desa/kelurahan prioritas hasil analisis situasi sebagai lokasi usulan 
DAK Stunting.

“Persentase kabupaten/kota lokus yang mendapat alokasi selu-
ruh bidang DAK stunting di 12 provinsi prioritas mencapai 65%, di 
bawah rata-rata nasional 72%,” ucap Plt Deputi Bidang Pembangu-
nan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan  Kementerian Perenca-
naan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pemban-
gunan Nasional (Bappenas) Subandi Sardjoko, akhir pekan lalu. 

Menurut dia, upaya penanganan stunting harus dilakukan secara 
konvergen, holistik, dan diberikan secara penuh kepada seluruh 
sasaran. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
harus bekerja secara sinergis saat melakukan intervensi kebijakan.

“Seluruh kabupaten sudah mendapatkan intervensi untuk penu-
runan stunting. Namun, dari pengamatan kami, anggaran ini belum 
disertai dengan pelaksanaan konvergensi yang optimal di daerah,” 
tutur Subandi.

Dia menilai, dalam pelaksanaan penanganan stunting, masih 
terjadi ketidakselarasan antara desa prioritas stunting yang diusul-
kan pemda dan desa yang diusulkan mendapatkan DAK. Pemda 
belum memanfaatkan secara optimal desa/kelurahan prioritas hasil 
analisis situasi sebagai lokasi usulan DAK air minum dan sanitasi. 
Sebagian besar usulan lokasi DAK air minum dan sanitasi bukan 
desa/kelurahan prioritas atau desa/kelurahan prioritas dengan 
cakupan air minum yang memadai.

“Ini bisa juga karena usulan daerah yang belum paham, belum 
mengusulkan. Ini yang kami harapkan, terutama di 12 provinsi 
prioritas. Mereka harus mengusulkan agar anggaran ini sampai ke 
sana, karena dananya sudah tersedia,” ucap Subandi.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemban-
gunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil 
Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, komitmen pimpinan daerah 
dalam percepatan penurunan stunting harus diwujudkan dalam 
bentuk aksi nyata kegiatan di lapangan. Salah satunya melalui pen-
galokasian anggaran dari APBD untuk intervensi prioritas percepa-
tan penurunan stunting.

“Sebab, tidak mudah berkomitmen terhadap apa yang menjadi 
amanah, menjadi tugas, tanggung jawab dalam konteks ini adalah 
penurunan stunting,” ucap Suprayoga.

Dia mengatakan, perencanaan dan penganggaran daerah harus 
berbasis bukti, baik itu data sekunder hasil analisis situasi maupun 
data kualitatif lainnya, sehingga rencana kerja dapat menyasar pada 
permasalahan utama penanganan stunting yang ada di daerah.

Rencana kerja yang disusun oleh daerah, kata dia, harus dapat 
diidentifikasi sumber pendanaannya, apakah melalui dana transfer 
dari pusat seperti DAK, apakah melalui APBD murni, atau melalui 
dana desa.

“DAK untuk mendukung percepatan penurunan stunting harus 
dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program di setiap 
daerah sehingga usulan DAK harus disusun dengan baik dan 
fokus,” ucapnya. (ark)

Lapangan Kerja Sektor Pertanian
Buruh tani merawat tanaman sayur di Pengalengan, Jawa Barat, belum lama ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, lapangan usaha dari sektor pertanian telah menyumbang 
terhadap PDB sebesar 13,28%. Jika menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sektor pertanian dalam arti luas mampu menyerap tenaga kerja sekitar 29,59%.
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RUPIAH TERTEKAN KEBIJAKAN THE FED

Asing Net Sell Saham 
dan SBN Rp 6,75 Triliun

Pembangunan IKN Jadi Stimulus 
Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia. Pembangunan IKN telah 
diarahkan di luar Pulau Jawa dengan 
letak yang lebih seimbang secara 
spasial dan ekonomi, sebagai stimulus 
pemerataan pertumbuhan perekono-
mian nasional,” kata dia. 

Pembangunan IKN, kata dia, ten-
tunya membutuhkan suplai sumber 
daya manusia (SDM) berkualitas, 
khususnya dari penduduk sekitar. 
Pada titik ini, peningkatan anggaran 
pendidikan nasional menjadi salah 
satu jalan bagi pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas SDM. Tahun 

2022, telah dialokasikan anggaran 
pendidikan Rp 542,8 triliun.

“Center of excellence yang dibu-
tuhkan di IKN, misalnya, tentang 
green city, transformasi digital, dan 
pembangunan teknologi hydropower 
di Kalimantan yang di hilirnya bisa 
membangkitkan industri berbasis 
hidrogen, bisa didorong dari pusat 
studi Universitas Balikpapan. Saya 
juga ingin startup unicorn baru suatu 
saat bisa muncul dari inisiatif maha-
siswa universitas ini,” pungkas Menko 
Airlangga. (ark)

Cukai Plastik dan Minuman Kemasan 
Diusulkan Berlaku Tahun Depan

Pemda Diminta Optimalkan 
DAK Penanganan Stunting

Guangdong J-Eray Technology Group Co., 
Ltd., yang merupakan perseroan terbatas 
yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum 
Republik Rakyat Tiongkok, bermaksud untuk 
mengalihkan 13% dari seluruh modal yang 
ditempatkan di PT. Industri Nikel dan Stainless 
Steel Guang Ching Indonesia sama-sama 23400 
saham ke Guangdong Guangxin Holdings 
Group Ltd., yang merupakan perseroan terbatas 
yang didirikan dan berdiri berdasarkan hukum 
Republik Rakyat Tiongkok.
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